
· PERATURAN B U P A T I  S I M A L U N G U N  ·  
N O M O R  O T A H U N  2014 

.±Trame:Et EEEEEEEEE-Ee; ?EzEErEE 

BERITA DAERAH KABUPATEN S I M A LU N G U N  
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T E N T A N G  
.  .  .  

P E R U B A H A N  'KETIGA ATAS PERATURAN B U P A T I  S I M A LU N G U N  N O M O R  33 T A H U N  2013 
T E N T A N G  P E N J A B A R A N  ANGGARAN P E N D A P A T A N  DAN BELANJA D A E R A H ' K A B U P A T E N  S I M A L U N G U N  

T A H U N  A N G G A R A N  2014 

D E N G A N  RAHMAT TU H A N  YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 32. Tahun 2014 tanggal 21. April 
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daha Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Mil ik Pemerintah Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan Per~turan Menteri ·Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 
tanggal 24 April 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehat~n Nasional untuk Jasa 
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah; 

c. bahwa sesuai dengan Surat Edaran: Menteri Dalam Ngeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ 
tanggal 5 · M ei  2014 Hal Petunjuk. Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta 
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

d. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Nomor 
440.01.1/1205//\\/2014 tanggal 4 Ju l i  2014 perihal Usul Melakukan Perubahan Peraturan Bupati 

e. bahwa berdasarkan pertimban gan  sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
per lu membentuk Peraturan Bupat i S ima lungun tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014. 

Menimbang 

Mengingat 
.  .  .  .  

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten­ 
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 'Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

. , 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n · 2 0 0 4  tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamahahan Lembaran Negara Republ ik . Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua .atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
· dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Per~turan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4139); 



l 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indones ia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 
3 seri D Nomor 3); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

24. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas­ 

Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181); 

25. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 {Berita Daerah Kabupaten Simalungun 
Nomor 199); 

26. Peraturan Bupati S imalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 
Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 

203); 

27. Peraturan Bupati Simalungun Nomr 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor 208). 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 

SIMALUNGUN NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten 
Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Anggaran Pendapatan semula Rp.l.929 .124.408 .272,00 (Satu tril iun sembilan ratus dua 
puluh sembilan mil iar seratus dua puluh empat juta·empat ratus delapan ribu dua ratus tujuh pu luh dua rupiah), 

berkurang sebesar Rp. 208.069.024.350,00 (Dua ratus de lapan mi l iar enam puluh sembilan juta dua pu luh empat ribu tiga 

ratus l ima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.721.055.383.922,00 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar 
lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Pengurangan anggaran 
pendapatan sebesar Rp. 208.069.024.350,00 (Dua ratus delapan mil iar enam pu luh sembilan juta dua pu luh empat ribu 
tiga ratus lima puluh rupiah) dicantumkan pada angka 1 (Pendapatan) huruf a (Pendapatan Asli Daerah) dan huruf c (Lain­ 

lain Pendapatan Daerah Yang Sah). 



Anggaran Belanja semula berjumlah Rp.1.895.358.728.035,00 (Satu tril iun delapan ratus sembilan puluh lima miliar tiga 
ratus l ima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh l ima rupiah) berkurang sebesar C257 sehingga 
menjadi Rp.l. 724.665.280.493, 76 (Satu triliun tujuh ratus dua puluh em pat mil iar enam ratus enam puluh lima juta dua 
ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan pu luh tiga rupiah koma tujuh puluh enam). Pengurangan sebesar 
Rp.170.693.447.541,24 (Seratus tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh 
ribu lima ratus empat puluh satu rupiah koma dua puluh em pat) tersebut dicantumkan pada angka 2 (Belanja). 

Uraian Pasal 1 selengkapnya menjadi : 
+  

Bertambah/ 
U R A I A N  Sebelum Perubaban Setelah Perubahan 

(Berkurang) 

1 2 3 4 

1. PENDAPATAN 1.929.124.408.272,00 1.721.055.383.922,00 (208.069.024.350,00) 

a. Pendapatan Asli Daerah 110.000.000.000,00 113.270.417.000,00 3.270.417.000,00 

- Pendapatan Pajak Daerah 33.132.094.896,00 33.132.094.896,00 - 

- Hasil Retribusi Daerah 15.583.521.147,00 18.853.938.147,00 3.270.417.000,00 
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 52.834.383.957,00 52.834.383.957,00 - 

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 8.450.000.000,00 8.450.000.000,00 - 

b. Dana Perimbangan 1.246.049.654.000,00 1.246.049.654.000,00 . 

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 - 

- Dana Alokasi Umum 1.077.985.764.000,00 1.077.985. 764.000,00 - 

- Dana A lokasi Khusus 78.063.890.000,00 78.063.690.000,00 - 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 573.074.754.272,00 361.735.312.922,00 (211.339.441.350,00) 
- Pendapatan H ibah 2.243.050.000,00 2.443.050.000,00 200.000.000,00 
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 148.000.000.000,00 148.000.000.000,00 - 

dan Pemerintah Daerah Lainnya 

- Dana Penyesuaian dan Otonomi 183.274.242.672,00 183.274.242.672,00 - 

Khusus 
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 239.557.461.600,00 27.011.122.069,00 (212.546.339.531,00) 

Pemerintah Daerah Lainnya 
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil - 1.006.898.181,00 1.006.898.181,00 

Tembakau (DBH-CHT) 

2. BELANJA 1.895.358.728.035,00 1.724.345.280.493,76 (171.013.447.541,24) 

a. Belanja Tidak Langsung 1.082.169.439.524,00 1.094.023.689.524,00 11.854.250.000,00 
- Belanja Pegawai 1.006.223.685.933,00 1.006.823.685.933,00 600.000.000,00 
- Belanja Bunga 1.539.353.591,00 1.539.353.591,00 - 

- Belanja Hibah 37.000 .000.000,00 47.320 .000 .000,00 10.320.000.000,00 
- Belanja Bantuan Sosial 8.000.000.000,00 8.858.000.000,00 858.000.000,00 
- Belanja Bantuan Keuangan kepada 24.406.400.000,00 24.482.650 .000,00 76.250.000,00 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa dan Partai Politik 

- Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.000 .000 .000,00 - 

j  
b. Belanja Langsung 813.189.288.511,00 630.321.590.969,76 (182.867.697.541,24) 

t  - Belanja Pegawai 57.496.929.750,00 60.577.351.750,00 3.080.422.000,00 

'  
- Belanja Barang dan Jasa 251.622.510.548,00 294.310.968.819,00 42.688.458.271,00 

:  

- Belanja Modal 504.069.848.213,00 275.433.270.400, 76 (228.636.577.812,24) 

Surplus/Defisit 33.765.680.237,00 . (3.289.896.571,76) (37.055.576.808,76) 

3. PEMBIAYAAN DAERAH 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.000.000.000,00 18.375.576.808,76 17.375.576.808,76 
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 1.000.000.000,00 18.375.576.808,76 17.375.576.808,76 

Tahun Anggaran Sebelumnya '. 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 34.765.680.237,00 14.765.680.237,00 (20.000.000.000,00)/ 

- Penyertaan Modal ( lnvestasi) 21.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (20.000.000.000,00) 
Pembayaran Pokok Utang 13.765.680 .237,00 13.765.680.237,00 - 

PEMBIAYAAN NETTO (33.765.680.237,00) 3.609.896.571,76 37.375.576.808,76 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - - 320.000.000,00 
TAHUN BERKENAAN 
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2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan Lampiran I I  pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapnya menjadi: 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati in i .  

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Perat u ran Bupati ini. 

Pasal 4 

.  .  

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan da r i  Peraturan Bupati ini. 
Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini  dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer ah  sesual dengan ketentuan perundang-undangan. 
3. D;antara Pas�! 5 d a n  Pasal 6 ditambah satu Pasal yaitu Pasal �A sebagai berikut: . .  

Pasal 5 A 

.  .  .  .  .  Pengurangan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 208.069.024.350,00 (Dua ratus delapan mi l iar enam p u l u h  sembi lan juta dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Anggaran Belanja sebesar Rp.170.693.447.541,24 (Seratus tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu 
rupiah koma dua pu luh empat) .pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 
Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan APBD Kabupaten S ima l u ngun  Tahun Anggaran 2014. 

. . . 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan, . . . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

.  .  .  

Berita Daerah Kabupaten Simalungun. 

Ditetapkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 2014 

BUPATI SIMALUNGUN, 

dto 

J. R. SARAGIH 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 2014 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2014 


